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Menimbang 

WALI KOTA iKENDARI 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA KENDARI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA KENDARI, 

a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 1  ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah dan Pasal 1 12  ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 
Persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] yang diajukan 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam 
kcbijakan umum APBD scrta prioritas dan plafon 
anggaran sementara yang telah discpakati antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Bulan 
Agustus Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraruran Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2024; 

Mengingat • 
• 

2 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602), 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I2 
Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republike 
Indonesia Tahun 2022 Noror 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomnor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1), 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kcpala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tarbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

I. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Noror 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

13. Peraturan Pemerintah Noror 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 22009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Ta mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norr 6177), 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebageirnana Lelah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaksan@an Tugas dan Wewenang 
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pererintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20A7 tentang 
Pembinaan dan Pcngawasan Penyclenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); 

I7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hauk Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
perubahan atas Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 
I6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tabun 2011  Nomor 525; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pererintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Norur 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 NOmor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Noror 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1777 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431]; 

27. Peraturan Dacrah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 
Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2021 Nomor 38), 

28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Dacrah Kota Kendari Tahun 2020 Nomnor I, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27) 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI 

dan 

Menetapkan 

WALI KOTA KENDARI 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 

KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
I. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kora dan Perangkat Dacrah 

sebagai unsur penyelenggnra pemerintahan Daerah yang 
menimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota Kendari 



3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjumnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pererintah Daerah 
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lcbih realisasi ponerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama l tsatu] periode anggaran. 

8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
Pendapatan Daerah dan Belanja 

9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 
kcbutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang 
tidak dapat dibcbankan dalam I (satu) tahun anggaran. 

1 I .  Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Dacrah 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

scbagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan, 

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah menerima sejumlah tang atau menerima manfaat yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga Dacrah terscbut dibcbani 
kewajiban untuk membayar kembali. 

Pasal 2 

(I) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah. 

(2) APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 
berjumlah Rp. 1,635.063.618.812,- terdiri atas pendapatan 
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian 
sebagai berikut : 

1.572.176.556.612, 
1.573 915.032.260, 

Rp. (1.738.475.648, ) 

Rp. 

Rp. 

a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja Daerah 

Defisit/Surplus 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Rp. 62,887,062.,200,­ 
2. Pengeluaran Rp. 61 148.586.552,­ 

Pembiavaan Netto Rp. 1 738.475.648,­ 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp 

Pasal 3 

Pendapatan daerah direnanakan sebesar Rp. 1,572.176.556.612,­ 
yang bersumber dari; 



a. Pendapatan asli; 
b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Pasal 4 

dimaksud dlam Pasal 3 
427.653.017.084,- yang 

sc bagaimana 
sebesar Rp 

(l) Pendapatan asli daerah 
huruf a direncanakan 
terdiri atas 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah, 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 
d. Lain-lain pcndapatan asli dacrah yang sah. 

[2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 220.000.000.000,­ 

(3) Retribusi daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 63.230.070.000,-. 

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan 
scbesar Rp. 15,000.000.000, 

(5) Lain-lain penapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf d direncanakan scbcsar 
Rp. 129.422.947.084,­ 

Pasal 5 

(I) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1 118.969.798.065,- yang 
terdiri atas 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

[2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar 
R. 1.012.317.297.000,-.  

(3) Pendapatan transfer antar daerah scbagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf b direncanakan scbesar Rp. 1 0 6. 6 5 2. 5 0 1 .0 6 5 , ­  

Pasal 6 

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 25.553.741.463,- yang terdiri atas : 
a. Pendapatan hibah, 
b. Dana darurat, 
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcrundang-undangan. 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 

direncanakan scbcsar Rp. ----­ 
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf b 

direncanakan scbesar Rp. ----­ 

(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ebagairnana dimaksud pada ayat (l) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.553.741.463,-. 



Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebesear Rp. 1,573.915.032.260,- yang terdiri atas. 
a. Belanja operasional, 
b. Belanja modal; 
e. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

(l)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1,249,327.866.199,­ 
yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa, 
c. Belanja bung; 
d. Belanja subsidi, 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 747,118.411 .519,­ 

(3) Delanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
huruf bdirencanakan sebesar Rp. 410.245.126.066,-. 

(4) Belanja bunga scbagairana dimaksud pada ayat (l) huruf c 
direncanakan sebesar Rp, 21.514.837 717, 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. ---­ 

(6) Belana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e 
direncanakan sebcsar Rp. 67.102.490.897,-. 

(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf f direncanakan scbesar Rp. 3.347.000.000,-. 

Pasal 9 

(I) Anggaran belanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b dircncanakan scbesar Rp. 297.587.166.061,- yang 
terdiri atas 

se besar 

dan irigasi scbagaimana 
d direncanakan sebesar 

jaringan, 
(1) huruf 

a. Belanja modal tanah. 

b. Belanja modal peralatan dan mesin. 

c. Belanja modal bangunan dan gedung. 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal asct lainnya 

(2) Belanja modal tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.829,042.418,-. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I huruf b direncanakan 
Rp. 31.298.027.628, 

(4) Bclanja modal Gedung dan Bang.nan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanaken 
Rp. 71.904.083.104,-. 

(5) Belanja modal jalan, 
dimaksud pada ayat 
Rp. 187.285.,932.911,-. 



(6] Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf e direncanakan sebesar Rp 

(7 Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l] huruff direncanakan sebesar Rp. 3.270.080.000,­ 

Pasal 10 

nggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasad 7 huruf c direncanakan scbesar Rp. 27.000.000.ODD,- yang 
terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 1 1  

(l)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf d dircncanakan scbcsar Rp. ---- yang terdiri atas; 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. ----, 

(3] Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf b direncanakan sebesar Rp 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
scbesar Rp. 62,887.062.200,- yang terdiri atas 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

(I)Anggaran penerimaan pembiayaan scbagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 huruf a direncanakan scbesar 
Rp. 62,887.062.200,- yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih peritungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. Pencairan ana cadangan, 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjam.an daerah, 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaran dacrah, dan 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran scbelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I] huruf a direncanakan 
scbesar Rp. 62,887.062.200,-. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
huruf bdirencanakan sebesar Rp. ---­ 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat fl huruf c direncanakan sebesar Rp. -----. 

(5) Pencrimaan pinjaman duerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) huruf d direncanakan sebesar Rp. ---­ 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dacrah sebagaimana 
dimaksud pada ayat [ I )  huruf e direncanakan sebesar Rp. ---­ 

(7]Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dcrgan ketentuan 
peraturan perundang-undangan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruff direncanakan sebesar Rp. ----­ 



1 

Pasal I4 

(l]Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 61.148.586.552,- yang terdiri atas : 
a. Pembentukan dana cadangan, 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. Pe=berian pinjaman daerah, dan 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengn ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2 Pembentukan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat 

(l )  huruf a direncanakan sebesar Rp. ----­ 

(3] Penycrtaan modal dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (lH 
huruf b direncanakan sebesar Rp 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar 
RD. 61.148.586.552,­ 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf d direncanakan sebesar Rp. -----, 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf e direncanakan scbcsar Rp. -­ 

Pasal 15 

(I) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 
belanja daerah mengalibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) 
sebesar RD. (1.738,475,648,) 

[2) Pembiayaan neto yang mcrupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 
sebesar Rp. 1,738.475.648,­ 

Pasal 16 

dasar 
tahuan 

rangka pelayanan 
belum tersedia dalam 

( I )  Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 
Pemerintah Darrah dapat melakukan pengcluaran yang bclum 
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 
yang ditetapkan dalam peraturan dacrah ini, yang selanjutnya 
dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kota Kendari tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai 
dengan cara terlebih dahula melakukan peraturan kepala 
daerah tentang enjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada 
Pimpinan DPRD sclanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian an pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

meliputi: 
a Kebutuhan daerah dalam 

masyarakat yang anggarannya 
anggaran berjalan; 



b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diprediksikan scbelumnya, serta 

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini meliputi 

I. Lampiran f 

2. Lampiran II 

3. Larr.piran LI 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 
7 Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

1 1 .  Lampiran XI 
12.Lampiran XI 

13. Lampiran XIII 

14. Lampiran XIV 

15. Lampiran XV 
16. Lampiran XVI 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 
Ringasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Urusan emerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian APBD memurut Urusan Pererintahan 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan, 
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan 
Beserta Keluaran, 
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan an Keterpaduan Urusan 
Pemerintah Dacrah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja Unuk Perenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RP!MD dengan 
Rancangan APBD; 
Sinkronisasi Program, Kcgiatan dan Sub 
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 
Rancangan APBD; 
Sikrorisasi Program Prioritas Nasional dengan 
Program Prioritas Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 
Daerah Lainnya; 
Daftar Perkiraan penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain­ 
Lain; 

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy 
ycars); 
Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah 



• 

Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 diatur 
le bih lanjut dengan Peraturan Wali Kora Kendari. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Kendari. 

PARAF KOORDINASI 

Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal 279 - 12 -2023 

0 

-k 7ENDAJU 

suF { 

DALA 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 29- 12 - 2023 

DAERAH KOTA KENDAL .. 

• 
. . 

• 

• 

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR :7 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 ; 

(7/72/2023) 

l 
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